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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan
kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur
unjsan rumah tangga sendiri;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
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Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593).

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan

masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu,
oerwenanc meneatu' can mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyaraka:daiam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. PemeiniaL Dserah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
urtsur penyeiaigoara pememtahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kabngan,
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

5. Kecamatan adalah wflayah keija camat sebagai perangkat daerah
kabupaten
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6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan meogurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usirl dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam
rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN, JENIS DAN MUATAN MATERI

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas
pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
a. Peraturan Desa;
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b. Peraturan Kepala Desa; dan
c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Mated muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh mated muatan dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta
penjabaran lebih lanjut dad ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(2) Mated muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran
pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

(3) Mated muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran
pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
yang bersifat penetapan.

Pasal 5
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa
dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7
(1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa

dimintakan persetujuan kepada BPD.

(2) Mated Rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD
selama 6 (enam) had sebe;um ciada n Rapa* untuk
mendapat persetujuan.

(3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD
mengadakan Rapat yang cfinadr; oer setjar renya
2/3 (dua pertiga) dari jumtah anggota

Pasal 8

(1) Rancangan Peraturan Desa dapat dtajukan sekurang-
kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.
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(2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam Rapa*

Khusus BPD yang diadakan untuk itu.
(3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara

tertulis maupun lisan tertiadap Rancangan Peraturan Desa.

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

BAB IV
PEMBAHASAN

Easal 10
Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11
Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa,
dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 12
(1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, Keputusan

diambil dengan cara Musyawarah Mufakat.
(2) Apabila Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka

Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pasal 13
Apabila Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan
dari BPD maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan Revisi
untuk diajukan kembali.

Pasal 14
(1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa

jumlah Anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum
mar.a dapat ditunda selama 1 (satu) jam sampai
terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) Peraturan Daerah ini.

(2' Apabila 1 (satu) jam ditunda, temyata Rapat belum juga
memenurc quorum, maka Rapat ditunda pada hari
beracPrrys.

(3) Apatite seteiah ditunda 1 (satu) hari belum memenuhi
quorum, maka Rapat tetap dilaksanakan.

(4) Rapat BPD dftac&ri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
dilaksanakan terbuka untuk umum.
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Pasal 15

Rancangan Peraturan Desa tentang Ariggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang tdah
disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh
Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB V
TATA CARA PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 17
(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh

Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD
kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lam bat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.

Pasal 18_• . . za~i Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
s 'r ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan

angan calarr, jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
se'ak ditenmanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasai 1S
re'3t _

'= ~, Desa wajfc mencantumkan batas waktu penetapan
pelaksanaan.
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Pasal 20

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku
dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali
ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh berlaku surut.

BAB VI
PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 21
Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

f asal 22
Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib
disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan
mengawasi Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan pedoman teknis penyusunan dan pelaksanaan
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa;

b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

c. memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi penyusunan
dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa;

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) meliputi :
a. menfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa,

Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

b. menfasilitasi bimbingan, suvervisi dan konsultasi penyusunan
dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa;
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan. Daerah ini, maka ketentuan-
ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan dan atau Keputusan Bupati Katingan.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Juli 2007

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli .2007

// '

{
BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING.
• !

' '

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NAGAENTAR 1. SALOH, BE,SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 12
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